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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang
dapat peneliti ambil adalah :

1. Cara merujuk dalam Pandangan Hukum Islam terhadap suami istri
para ulama bebeda pendapat. Menurut Hanafi rujuk bisa terjadi
dengan perbuatan meskipuntanpa adanya niat. Berbeda halnya
dengan Imam Malik yang menambahkan harus adanya niat rujuk dari
sang suami disamping perbuatan. Karena menurut Imam Malik rujuk
melalui perbuatan saja tidak sah tanpa adanya niat. Sedangkan
menurut Imam Asy-Syafi’i rujuk harus dengan ucapan yang jelas
bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya
dengan perbuatan, pendapat tersebut bisa dipahami bahwa ucapan
yang jelas menjadi syarat sahnya rujuk bagi oarng yang mampu
mengucapkan atau tidak bisu.

2. Cara merujuk dalam Tinjauan Hukum Positif adalah rujuk dapat
dilakukan terhadap istri yang masih dalam masa iddah talak raj’l
dengan syarat adanya persetujuan dan kerelaan istri dan tidak disertai
dengan pembayaran iwad, setelah mendapatkan persetujuan dari istri,
bekas suami datang bersama-sama istrinya kePegawai Pencatat Nikah
yang ada di daerah suami istri tersebut, kemudian rujuk diucapkan
oleh suami dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dengan
dihadiri dua orang saksi yang adil.

3. Hasil analisis penulis persamaan dan perbedaan rujukantara Hukum
Islam dan Hukum Positif. Persamaannya adalah istri yang akan
dirujuk harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan
dalam syara, yaitu: baligh/dewasa, berakal sehat, tidak dipaksa dan
tidak dalam keadaan murtad, dengandisaksikan dua orang saksi dan
diwajibkan dengan lafadz (ucapan). sedangkan perbedaannya tata
cara rujuk antara Hukum Islam dan Hukum Positif,yaitu:dalam
Hukum Islam perbedaannya adalah rujuk dapat dilakukan ditempat
suami istri, dengan cara menggauli, tidak dibutuhkan kerelaan istri,
dan tidak disyaratkan dua orang saksi tanpa adanya pencatatan resmi.
Adapun dalam Hukum Positif perbedaanya adalah rujuk dilaksanakan



56

dengan cara mendatangi ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu
P3N yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa
penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang
diperlukan, kerelaan atau persetujuan istri menjadi syarat untuk
sahnya rujuk dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu P3N,
dan setiap orang yang hendak rujuk akan dicatat akta rujuknya oleh
Pegawai Pencatat Akta Nikah dan disyaratkan untuk melafadzkan
kata-kata rujuk dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah dan dihadiri
oleh dua orang saksi yang adil.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-

saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang

rujuk yang tercakup dalam pendapat ulama empat madzhab dan KHI.
Oleh karena itu, untuk mengkajil ebih lanjut, dapat dibaca dalam
hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang
lebih mendalam.

. Kepada aparatur pemerintah untuk lebih mengenalkan undang-

undang perkawinan khususnya Kompilasi Hukum Islam, suapaya
masyarakat sadar akan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam sebagai
pengatur dan sebagai panutan hukum di Indonesia khususnya
masalah perkawinan.

. Kepada bekas suami dan istri dianjurkan untuk rujuk kembali, hal ini

untuk mencegah kemadharatan dan menjaga akibat buruk dari adanya
perceraian. Karena rujuk dapat megembalikan hubungan perkawinan
yang sempat putus, dengan terjadinya rujuk diharapkan hubungan
rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya.

. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dalam

pelaksanaan rujuk yang berlaku di Indonesia.
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